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MOTTO 

“ Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat Bukan 

Menjadi Alasan Untuk Nyerah, Setiap Orang Memiliki Proses Yang Berbeda. 

PERCAYALAH PROSES Itu Yang Paling Penting, Karena Allah Telah 

Mempersiapkan Hal Baik Dibalik Atas Proses Yang Kamu Anggap Rumit.” 

( Edwar Satria ) 

“God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patiance and it 

takes a lot of faith, but it’s worth to wait.” 

(Andmesh Kamaleng) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem 

pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

di KPP Pratama Pekalongan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting 

dalam meningkatkan penerimaan negara, namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Modernisasi sistem pajak 

melalui digitalisasi layanan perpajakan, penetapan tarif pajak yang adil, serta 

penerapan sanksi pajak yang tegas diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di 

KPP Pratama Pekalongan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda 

untuk menguji pengaruh parsial dan simultan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif pajak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 

serta sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Secara simultan, modernisasi sistem pajak, tarif pajak, dan 

sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

di KPP Pratama Pekalongan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

peningkatan kualitas sistem perpajakan berbasis teknologi, penerapan tarif pajak 

yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak, serta penegakan sanksi pajak yang 

konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat 

Jenderal Pajak perlu terus mengoptimalkan modernisasi sistem perpajakan, 

menjaga keadilan tarif pajak, dan meningkatkan efektivitas penegakan sanksi untuk 

mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

Kata Kunci: Modernisasi Sistem Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi.  
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the influence of tax system modernization, tax 

rates, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama 

Pekalongan. Taxpayer compliance is an important factor in increasing state 

revenue; however, the level of compliance among individual taxpayers still faces 

various challenges. The modernization of the tax system through the digitalization 

of tax services, the implementation of fair tax rates, and the enforcement of strict 

tax sanctions are expected to improve taxpayer compliance in fulfilling tax 

obligations.This study employs a quantitative approach using a survey method. 

Primary data were collected through questionnaires distributed to individual 

taxpayers registered at KPP Pratama Pekalongan. The sampling technique used was 

purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression to 

examine the partial and simultaneous effects of the independent variables on the 

dependent variable. 

The results indicate that tax system modernization has a positive and 

significant effect on individual taxpayer compliance, tax rates have a positive and 

significant effect on individual taxpayer compliance, and tax sanctions also have a 

positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Simultaneously, 

tax system modernization, tax rates, and tax sanctions significantly influence 

individual taxpayer compliance at KPP Pratama Pekalongan. These findings 

suggest that improving the quality of technology-based tax systems, implementing 

tax rates that are aligned with taxpayers' ability to pay, and consistently enforcing 

tax sanctions can enhance taxpayer compliance. Therefore, the Directorate General 

of Taxes should continue to optimize tax system modernization, maintain fairness 

in tax rates, and improve the effectiveness of tax sanction enforcement to support 

higher levels of taxpayer compliance. 

Keywords: Tax System Modernization, Tax Rates, Tax Sanctions, Individual 

Taxpayer Compliance. 
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TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda skaligus. 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
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 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د 

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل
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 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

 Fathah dan wau au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba كَتبََ  -

 fa`ala فعََلَ  -

 suila سُئِلَ  -

 kaifa كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif ا.َ..ى.َ.. 

atau ya 

ā a dan garis di atas 
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 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla قَالَ   -

 ramā رَمَى  -

 qīla قيِْلَ  -

 yaqūlu يَقوُْلُ   -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَؤْضَةُ الأطَْفَالِ   -

رَةُ   -  /al-madīnah al-munawwarah الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّ

al-madīnatul munawwarah 
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 talhah  طَلْحَةْ   -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala نَزَّ

 al-birru البِرُّ  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال. namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ   -  ar-rajulu الرَّ
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 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الْجَلالَُ  -

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof, namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إنَِّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إنَِّ اللهَ فهَُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا  -
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I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعَالمَِيْنَ  -  Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi الْحَمْدُ لِله رَب 

rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعًا -  /Lillāhi al-amru jamī`an لِِل 

Lillāhil-amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh 

negara untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara 

material maupun spiritual. Dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata di 

seluruh wilayah, pemerintah perlu menyusun dan menerapkan berbagai 

kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki setiap 

daerah. Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan dukungan pendanaan yang 

besar sehingga aspek pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan 

ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan 

guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Negara memerlukan 

berbagai sumber pembiayaan untuk mewujudkan kemandirian fiskal serta 

mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang 

memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional adalah pajak. 

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dikenakan kepada setiap warga negara, 

baik orang pribadi maupun badan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah sesuai 

dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan 

penerimaan yang diperoleh dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan 
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pemerintahan, pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (Ramadhan & Amanah, 2023). 

Dalam sistem perpajakan yang diterpkan di Indonesia, tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting karena sistem tersebut 

menuntut Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku.. Dalam sistem ini, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung 

pada kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya Wajib Pajak 

Orang Pribadi (WP OP). Modernisasi sistem pajak merupakan upaya 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan melalui 

pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga pelayanan 

perpajakan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penerapan 

sistem administrasi perpajakan modern, seperti Coretax DJP, memberikan 

kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan pajak 

secara elektronik. Namun, efektivitas modernisasi sistem pajak tidak hanya 

ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan juga oleh 

kemampuan dan kemauan Wajib Pajak dalam memanfaatkan sistem tersebut. 

Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengaruh modernisasi sistem pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi penting sebagai dasar 

dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang mampu meningkatkan 

kepatuhan secara berkelanjutan ( Direktorat Jenderal Pajak, 2025). 
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Kepatuhan pajak  pada hakikatnya merupakan tulang punggung dari 

pembiayaan pembangunan nasional di hampir semua negara di dunia. 

Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah untuk mendanai 

infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan berbagai 

program sosial lainnya yang vital bagi kesejahteraan rakyat. (Benkraiem et al., 

2021) mendefinisikan kepatuhan pajak selaku kesediaannya wajib pajak dalam 

mematuhi segala kewajibannya terkait dengan perpajakan dengan tepat waktu 

serta sukarela menyesuaikan perundang-undangan. Namun, mencapai tingkat 

kepatuhan yang ideal merupakan tugas yang kompleks dan penuh tantangan. 

Setiap wajib pajak memiliki pertimbangan rasionalnya sendiri, yang 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, dan sosiologis. Meskipun sistem 

perpajakan terus mengalami modernisasi, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) 

yang legal dan penggelapan pajak (tax evasion) yang ilegal masih menjadi tantangan 

bagi otoritas perpajakan di berbagai negara. Kedua bentuk perilaku tersebut dapat 

menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan berdampak pada optimalisasi 

penerimaan pajak. Upaya memahami determinan kepatuhan sehingga menjadi 

sangat krusial bagi perumusan kebijakan yang efektif. 

Indonesia sebagai negara be rkembang dengan ambisi untuk menjadi 

kekuatan ekonomi global, menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal 

mobilisasi penerimaan pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

(2023) menunjukkan bahwa rasio tax-to-GDP Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir konsisten berada di kisaran 10% hingga 11%. Angka ini tergolong 

rendah bila dibanding rata-rata negara anggotanya OECD dimana hingga 34% 

maupun dengan beberapa negara tetangga di ASEAN seperti Singapura dan 
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Thailand. Rendahnya rasio ini mengindikasikan bahwa masih terdapat celah 

yang lebar diantara potensi penerimaan pajak dimana semestinya bisa 

dikumpulkan melalui realisasi penerimaan yang benar-benar masuk ke kas 

negara. Celah ini merepresentasikan hilangnya peluang pembiayaan 

pembangunan yang sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

dan mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak 

bukan hanya tentang memenuhi target anggaran, melainkan tentang 

memastikan masa depan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan 

inklusif (Pudjono & Rachmania, 2025). 

Kontribusi dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terhadap 

penerimaan pajak di Indonesia masih memiliki ruang peningkatan yang besar, 

meskipun populasi WP OP sangat besar dan mencerminkan potensi basis pajak 

yang luas. Data pelaporan SPT Tahunan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan 

formal dalam pelaporan SPT WP OP untuk Tahun Pajak 2024 mencapai sekitar 

79,08 % dari target yang ditetapkan, menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 

20 % wajib pajak pribadi yang belum melaporkan SPT mereka tepat waktu 

meskipun batas waktu telah diperpanjang oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal 

ini mengindikasikan bahwa kesadaran dan perilaku patuh WP OP dalam 

melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya secara lengkap dan teratur 

masih perlu ditingkatkan (Kamalina, 2025)  

Faktor seperti pemahaman perpajakan yang rendah, keterbatasan literasi 

fiskal, serta kurangnya persepsi tentang imbalan langsung atas pajak yang 

dibayarkan turut menjadi penghalang bagi kepatuhan sukarela WP OP. 
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Penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, transparansi 

informasi, serta modernisasi teknologi pelayanan pajak seperti e-filling 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP OP, menegaskan bahwa 

aspek edukasi dan layanan masih perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan 

kepatuhan ini (Adiarta & Putri, 2024). Oleh karena itu, fokus pada peningkatan 

kepatuhan WP OP menjadi strategis karena peningkatan kontribusi dari 

kelompok ini tidak hanya dapat mendongkrak penerimaan pajak secara 

langsung, tetapi juga membentuk budaya patuh pajak di tingkat individu sebuah 

fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan yang sehat, adil, dan 

berkelanjutan di Indonesia. 

Merespons tantangan tersebut, Pemerintahan Indonesia dengan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan beragam inisiatif 

transformasi dan modernisasi sistem perpajakan secara besar-besaran. Inti dari 

modernisasi ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk membuat 

sistem yang lebih cepat, mudah, sekaligus transparan untuk wajib pajak. 

Implementasi aplikasi e-Filing, e-SPT, e-Billing, dan yang terbaru adalah e-

Faktur serta integrasi sistem dengan berbagai platform digital merupakan bukti 

nyata dari komitmen ini (DJP, 2022). Modernisasi sistem ini diharapkan dapat 

mengurangi hambatan administratif dan biaya kepatuhan (compliance cost) 

bagi wajib pajak. Ketika prosesnya menjadi lebih mudah, diharapkan motivasi 

intrinsik wajib pajak untuk patuh akan meningkat. Namun, pengadopsian 

teknologi baru tidak selalu berjalan mulus dan dapat menimbulkan resistensi 



6 
 

 
 

dari wajib pajak yang belum melek digital, sehingga efektivitasnya perlu terus 

dievaluasi. 

Selain modernisasi sistem, faktor kebijakan klasik seperti struktur tarif 

pajak tetap menjadi variabel kunci yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. 

Teori keadilan yang dikembangkan oleh Kirchler et al, (2022) menyatakan 

bahwa tarif pajak yang progresif namun dirasakan adil dan wajar dapat 

meningkatkan persepsi keadilan dan pada akhirnya mendorong ketaatan dengan 

sukarela. Kebalikannya bila tarif dinilai terlalu tinggi serta membebani akan 

memicu perilaku oportunistik, baik berupa penghindaran pajak yang masih 

dalam koridor hukum maupun penggelapan pajak yang jelas-jelas illegal. 

Pemerintahan Indonesia dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP), telah merevisi tarif PPh OP menjadi lebih rendah untuk 

sebagian lapisan penghasilan. Perubahan kebijakan ini pada dasarnya adalah 

sebuah eksperimen kebijakan yang bertujuan untuk merangsang kepatuhan, dan 

karena itu dampak empirisnya perlu segera diteliti untuk mengetahui apakah 

tujuan tersebut tercapai. 

Instrumen kebijakan lainnya yang tidak kalah penting adalah penerapan 

sanksi perpajakan. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan 

memiliki efek gentar yang teoritis dapat mencegah perilaku tidak patuh. 

Menurut teori deterrence, kepatuhan akan tinggi jika risiko yang dirasakan 

wajib pajak untuk tidak patuh yang merupakan fungsi dari besarnya sanksi dan 

kepastian penegakannya juga tinggi (Alon & Hageman, 2022). Namun, 

perspektif kontemporer dari (Gangl, 2021) memperingatkan bahwa pendekatan 
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deterrence murni memiliki keterbatasan. Sanksi yang terlalu keras dan 

diterapkan secara tidak adil justru dapat merusak kepercayaan wajib pajak 

terhadap otoritas. Jika otoritas pajak hanya dipandang sebagai “penghukum” 

dan bukan “pelayan”, motivasi intrinsik wajib pajak untuk patuh justru bisa 

menurun. Oleh karena itu, keseimbangan antara sanksi dan persuasi menjadi 

sangat penting. 

Sulbahri (2024) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP OP. Temuan yang bertolak 

belakang ini menunjukkan bahwa teori deterrence yang menyatakan bahwa 

ancaman sanksi meningkatkan kepatuhan belum sepenuhnya konsisten dalam 

konteks empiris di Indonesia. Meskipun ketiga variabel modernisasi sistem, 

tarif, dan sanksi telah banyak diteliti secara global, namun konteks Indonesia 

pasca-reformasi perpajakan dan implementasi UU HPP menawarkan setting 

yang unik dan belum banyak dieksplorasi. Banyak penelitian terdahulu 

cenderung mempelajari variabel-variabel ini secara terisolasi atau parsial, 

sehingga kurang memberikan gambaran yang komprehensif tentang kekuatan 

relatif dan interaksi antara ketiganya dalam memengaruhi kepatuhan. Selain itu, 

terdapat research gap yang signifikan dalam hal objek penelitian. Sebagian 

besar studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada Wajib Pajak Badan (WP 

Badan) atau menggabungkan WP OP dan WP Badan dalam satu sampel 

penelitian (Dewi & Nugroho, 2019). Padahal, secara psikologis dan ekonomis, 

motivasi dan perilaku kepatuhan seorang pengusaha pemilik badan hukum (WP 
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Badan) sangatlah berbeda dengan seorang karyawan atau pengusaha 

perorangan (WP OP). 

WP OP cenderung lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti 

persepsi keadilan, kemudahan, dan kepercayaan, dibandingkan dengan 

pertimbangan bisnis murni yang lebih banyak mendominasi WP Badan. Oleh 

karena itu, generalisasi temuan penelitian dari WP Badan kepada WP OP dapat 

menyesatkan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak tepat 

sasaran. Penelitian yang secara khusus menyasar WP OP menjadi sangat urgent 

untuk memahami dinamika kepatuhan di level individu. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengisi gap literatur tersebut dengan secara khusus menginvestigasi WP 

OP dan menganalisis ketiga variabel kunci tersebut secara simultan dalam satu 

model penelitian. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih 

holistik dan akurat. 

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa 

perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk sistem administrasi 

perpajakan. Transformasi digital memungkinkan proses pelaporan dan 

pembayaran pajak menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan melalui berbagai 

inovasi salah satunya coretax. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP), terus mendorong modernisasi sistem perpajakan untuk 

menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat digital dan meningkatkan 

kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun, transformasi ini tidak hanya bersifat 

teknis, melainkan juga memerlukan perubahan paradigma kelembagaan dan 
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perilaku sosial masyarakat terhadap pentingnya peran pajak bagi pembangunan 

nasional (Aristiyanto & Khoiri, 2025). 

Upaya modernisasi perpajakan semakin diperkuat dengan hadirnya 

Core Tax Administration System (CTAS), sistem digital terpadu yang 

mencakup seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga 

pengawasan kepatuhan (Janatul et al., 2024). CTAS dirancang untuk 

meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi potensi kesalahan manual, 

dan memperkuat transparansi publik. Meskipun demikian, keberhasilan 

penerapan sistem ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, 

integrasi data antarinstansi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) 

dalam mengoperasikan sistem baru. Tantangan seperti resistensi terhadap 

perubahan, keterbatasan kompetensi digital, serta masalah koordinasi internal 

masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan sistem perpajakan digital 

yang efektif (Aristiyanto & Khoiri, 2025). 

Tarif pajak adalah satu dari sekian banyak unsur yang berpengaruh pada 

rendahnya ketaatan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Tarif pajak diartikan 

sebagai sebuah angka tertentu yang dipergunakan untuk pondasi awal 

penghitungan pajak. Sehingga bisa dimengerti bahwa tarif pajak adalah sebuah 

presentase yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah tarif pajak 

yang harus dibayarkan para wajib pajak. Selain itu, parameter penghasilan 

merupakan unsur yang sangat mendasar dan penting dalam menjalankan 

kewajiban. Masyarakat kurang mampu akan mendapat kesukaran untuk 

melakukan pembayaran pajak, Sebagian besar masyarakat akan mengutamakan 
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pemenuhan kebutuhan primernya lebih dahulu ketimbang membayar pajak. 

Pendapatan para wajib pajak sebagai obyek pajak paa pajak penghasilan 

memiliki keterkaitan terhadap besarnya pajak terutang. Selain itu tingkat 

pendapatan juga akan menunaikan ketaatan wajib pajak dalam menunaikan 

kewajiban pajak berkaitan dengan tingginya pendapatan, sehingga satu dari 

sekian hal yang harus diperhatikan dalam penarikan pajak ialah pendapatan 

pajak (Doloksaribu & Kumala, 2023). 

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Rendahnya 

tingkat kepatuhan dapat membuka peluang bagi tindakan penghindaran pajak, 

praktik penyelundupan, serta pengabaian kewajiban perpajakan. Hal ini pada 

akhirnya berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, yang 

berimbas pada berkurangnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan 

layanan dan fasilitas publik bagi masyarakat (Maulida, 2023). Sehingga 

peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi aspek krusial dalam memastikan 

stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional (Hanifah et al., 2023). 

Keberadaan surat teguran sangatlah penting untuk mendorong wajib 

pajak agar patuh. Pengiriman surat teguran menjadi tahap pertama dalam proses 

penagihan pajak, yang berfungsi sebagai dorongan bagi wajib pajak untuk 

segera membayar tunggakan mereka. Wajib pajak enggan menerima surat paksa 

karena kekuatan hukumnya yang setara dengan putusan pengadilan, sehingga 

menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak negatifnya. Rasa takut yang 

muncul setelah menerima surat teguran dapat berdampak pada cara wajib pajak 



11 
 

 
 

memenuhi kewajiban pajaknya dan mendorong pembayaran kewajibannya 

menjadi lebih cepat (Hanifah et al., 2023). 

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemberlakuan sanksi 

administrasi. Fungsi sanksi ini adalah untuk memberikan alat kepada pejabat 

yang berwenang untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap wajib 

pajak yang melanggar aturan administratif, misalnya terlambat melaporkan atau 

membayar pajak. Bentuk sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, atau 

sanksi lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Pemberian sanksi 

administrasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya konsekuensi yang jelas atas 

ketidakpatuhan, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha lebih disiplin dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan (Hanifah et al., 2023). 

Struktur Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia sangat heterogen, 

mencakup karyawan, pengusaha, pekerja bebas, hingga profesional dengan 

tingkat penghasilan yang beragam. Pada tahun 2023, dari total 72,99 juta Wajib 

Pajak terdaftar, mayoritas merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (Kementrian 

Keuangan, 2024). Angka ini menunjukkan betapa krusialnya peran individu 

dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh 

karena itu, optimalisasi penerimaan dari sektor ini menjadi prioritas utama 

pemerintah dalam menjaga stabilitas iskal dan mendanai berbagai program 

publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan (Adelia & Akbar, 

2025). 
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Meskipun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sangat 

besar, potensi penerimaan negara yang sesungguhnya masih belum tergali 

secara maksimal. Hal ini terlihat dari tax ratio Indonesia yang masih berada di 

bawah rata-rata negaranegara G20 dan ASEAN. Laporan APBN KiTa edisi 

Januari 2024 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 

2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau108,8% dari target, namun kontribusi PPh 

Orang Pribadi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kemandirian fiskal yang 

lebih solid (Kementrian Keuangan, 2024). 

Pemilihan KPP Pratama Pekalongan sebagai lokasi penelitian 

didasarkan dari kinerja penerimaan pajak yang signifikan yang menunjukan 

tingginya aktivitas perpajakan dan kepatuhan wajib pajak diwilayah tersebut. 

Berdasarkan laporan resminya sepanjang tahun 2022 KPP Pratama Pekalongan 

menerima Rp683 miliar dari target Rp587 miliar (KPP Pratama Pekalongan, 

2022). Pada tahun 2023, KPP Pratama Pekalongan mencatat Pelaporan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) mencapai 72.234 wajib pajak atau 104,5% dari 

target 69.000 wajib pajak (KPP Pratama Pekalongan, 2023). Sebagian besar 

IKU KPP Pratama Pekalongan di tahun 2024 ini berhasil dicapai dengan 

optimal, terutama IKU terkait target penerimaan pajak KPP Pratama 

Pekalongan. Pada tahun 2024, KPP Pratama Pekalongan mendapatkan amanat 

target penerimaan pajak sebesar Rp793.635.099.000. Berdasarkan target 

tersebut, KPP Pratama Pekalongan berhasil mencapai realisasi penerimaan 

pajak sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp795.659.859.104 atau sebesar 

100,26% dari target yang ditetapkan (KPP Prata Pekalongan, 2024). 
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KPP Pratama Pekalongan mencangkup tiga wilayah, yaitu Kabupaten 

Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang (KPP Pratama 

Pekalongan, 2025). Untuk wilayah kerja KPP Pratma Batang hanya 

mencangkup dua wilayah, yaitu Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal 

(KPP Pratama Batang, 2025). Oleh karena itu, dari perspektif metodologis, 

pemilihan KPP Pratama Pekalongan sebagai objek penelitian dinilai lebih 

representatif dalam menghasilkan temuan empiris yang komprehensif. 

Karena sebagian besar pelaku usaha batik dan usaha kecil lainnya di 

wilayah ini dikelola oleh individu, WP OP menjadi kelompok wajib pajak yang 

paling banyak ditemukan di wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan. KPP 

Pratama Pekalongan sendiri merupakan unit teknis Direktorat Jenderal Pajak 

yang melaksanakan fungsi pelayanan, edukasi, dan pengawasan wajib pajak, 

termasuk UMKM dan WP OP di wilayah kerja Kota Pekalongan, Kabupaten 

Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. KPP Pratama Pekalongan secara aktif 

menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan edukasi perpajakan bagi 

pelaku UMKM, termasuk sosialisasi kewajiban NPWP, pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT), dan aspek lain administrasi perpajakan untuk 

meningkatkan literasi dan kepatuhan wajib pajak pribadi. Kegiatan tersebut 

mencakup sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM, Business 

Development Services (BDS) untuk memberikan wawasan usaha sekaligus 

informasi kewajiban pajak, serta berbagai pendekatan literasi lainnya yang 

melibatkan pelaku usaha di sektor kreatif dan informal ( KPP Pratama 

Pekalongan, 2023).  
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Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghasilkan 

bukti empiris yang terkini dan kontekstual terkait dampak modernisasi 

administrasi perpajakan, perubahan tarif dan penegakan sanksi terhadap 

perilaku wajib pajak. Sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa modernisasi 

sistem administrasi perpajakan dan penegakan sanksi menjadi variabel penting 

dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, meskipun hasil empirisnya masih 

beragam tergantung konteks dan jenis wajib pajak yang diteliti. Misalnya, 

penelitian di wilayah UMKM menemukan bahwa modernisasi sistem 

administrasi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan di 

beberapa konteks, sementara pengetahuan perpajakan dan sanksi memberikan 

kontribusi yang lebih kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 

(Mulyadin & Anasta, 2024).  

Perubahan kebijakan, seperti modernisasi layanan elektronik dan 

reformasi tarif dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menciptakan 

kebutuhan evaluasi yang lebih terukur secara empiris, karena tanpa data 

kuantitatif yang kuat, arah kebijakan berpotensi hanya berdasarkan asumsi atau 

tren global saja. Pemerintah dan otoritas pajak membutuhkan masukan 

langsung dari wajib pajak sebagai pemangku kepentingan utama untuk menilai 

efektivitas kebijakan yang sedang berjalan, termasuk apakah modernisasi 

sistem atau sanksi yang diterapkan benar-benar meningkatkan kepatuhan atau 

justru menciptakan beban administratif yang berat (Umamah et al., 2024).  

Penelitian ini hadir untuk menjembatani gap tersebut dengan 

memberikan feedback empiris dari perspektif wajib pajak sebagai pengguna 
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langsung kebijakan perpajakan, sehingga dapat menjadi feedback loop yang 

berharga bagi otoritas pajak dalam menyusun strategi yang lebih evidence-

based. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu otoritas pajak 

merumuskan strategi yang tidak hanya berlandaskan pada perubahan regulasi 

semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lapangan dan respon wajib 

pajak terhadap modernisasi, tarif, dan sanksi yang diberlakukan (OECD, 2023).  

Penelitian ini juga menawarkan kontribusi yang signifikan karena 

mengintegrasikan beberapa kerangka teori utama untuk menjelaskan perilaku 

kepatuhan wajib pajak dalam satu model penelitian. Beberapa teori yang 

relevan dalam literatur kepatuhan pajak kontemporer antara lain Technology 

Acceptance Model (TAM) yang digunakan untuk memahami bagaimana sistem 

yang dimodernisasi dapat memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi 

oleh wajib pajak dalam administrasi pajak digital, seperti yang dibahas dalam 

penelitian-penelitian terbaru mengenai digitalisasi sistem perpajakan dengan 

pendekatan TAM.  Dengan menguji tiga variabel independen utama kemudahan 

sistem (modernisasi), persepsi tarif (keadilan), dan sanksi pajak (deterrence) 

dalam satu model terhadap kepatuhan WP OP, penelitian ini dapat 

mengonfirmasi, memodifikasi, atau bahkan memperkaya teori-teori 

sebelumnya dalam konteks empiris Indonesia. Hasil penelitian diharapkan 

menunjukkan variabel mana yang paling dominan pengaruhnya, sehingga dapat 

memandu pembuat kebijakan dalam memprioritaskan intervensi yang lebih 

efektif. Misalnya, apakah kemudahan sistem administrasi digital lebih 

berpengaruh daripada persepsi terhadap tarif dan hukuman, atau justru 
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sebaliknya yang semuanya dapat memberikan landasan teoretis dan empiris 

untuk strategi kebijakan berbasis bukti (Erasashanti et al., 2025).  

Berdasarkan uraian yang komprehensif tersebut, solusi yang dapat 

peneliti usulkan adalah melakukan suatu penelitian kuantitatif yang bersifat 

explanatif. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh modernisasi 

sistem pajak (X1), tarif pajak (X2), serta sanksi pajak (X3) secara bersama-sama 

(simultan) maupun parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 

sebagai variabel dependen. Pendekatan kuantitatif explanatif dipilih karena 

mampu mengukur kekuatan hubungan antar variabel dan menguji hipotesis 

yang diajukan, sesuai dengan praktik dalam studi-studi kepatuhan pajak 

kontemporer yang mengandalkan data primer yang diperoleh melalui survei dan 

kuesioner untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel. Contoh penelitian 

kuantitatif semacam ini mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebar 

kepada wajib pajak dan kemudian menguji pengaruh beberapa faktor 

independen terhadap kepatuhan pajak menggunakan regresi linier berganda 

atau uji statistik serupa. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan langsung 

dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan 

dengan menggunakan kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur 

persepsi mereka terhadap ketiga faktor independen serta tingkat kepatuhan 

mereka. Pendekatan ini konsisten dengan sejumlah penelitian akuntansi 

perpajakan terbaru yang menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel-

variabel seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, tarif, dan sanksi 
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serta menganalisis pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak melalui teknik 

analisis statistik kuantitatif (Qanitah et al., 2025). 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu 

mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang paling berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), tetapi juga memberikan 

rekomendasi kebijakan yang operasional dan terukur bagi otoritas pajak. 

Rekomendasi tersebut dapat berupa strategi komunikasi yang lebih efektif 

dalam mensosialisasikan modernisasi sistem perpajakan, evaluasi terhadap 

kebijakan tarif, serta penyesuaian strategi penegakan sanksi yang lebih 

menekankan pada aspek edukasi dan persuasi untuk memperkuat kepatuhan 

wajib pajak. Penelitian kuantitatif sebelumnya menunjukkan bahwa penguatan 

edukasi perpajakan dan sosialisasi yang terstruktur berkontribusi signifikan 

terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, sementara penerapan sanksi perlu 

dipadukan dengan pendekatan edukatif agar efektif (R. Ramadhani et al., 2025). 

Studi-studi empiris lain menegaskan bahwa faktor-faktor seperti 

modernisasi administrasi perpajakan dan digitalisasi sistem, apabila disertai 

sosialisasi yang efektif, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara 

signifikan, yang pada gilirannya mendukung optimalisasi penerimaan negara. 

Temuan-temuan ini menjadikan penelitian ini sangat relevan untuk segera 

dilaksanakan, mengingat dinamika perpajakan Indonesia yang terus berubah, 

terutama dalam konteks modernisasi sistem dan perubahan kebijakan tarif dan 

sanksi yang dipengaruhi oleh reformasi UU HPP (N. Ramadhani & Septi 

Handayani, 2024). Tujuan besar penelitian ini adalah memberikan kontribusi 
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terhadap peningkatan kepatuhan pajak nasional, yang kemudian berimplikasi 

pada percepatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat secara menyeluruh. Kerangka evaluasi yang kuat dan berbasis bukti 

empiris akan membantu otoritas pajak dalam merancang strategi yang tidak 

hanya efektif secara statistik namun juga aplikatif di lapangan (Aini et al., 

2025). 

B. Rumusan Masalah 

Dari apa yang diungkapkan pada latar belakang, masalah yang ada bisa 

dirumuskan dengan: 

1. Apakah modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan? 

2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Pekalongan? 

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Pekalongan? 

4. Apakah modernisasi sistem pajak, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 

Pekalongan? 

C. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah, dari tujuannya penelitian ini yaitu 

untuk: 

1. Menganalisis pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan. 
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2. Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di KPP Pratama Pekalongan. 

3. Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi di KPP Pratama Pekalongan. 

4. Menganalisis pengaruh modernisasi sistem pajak, tarif pajak dan sanksi 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 

Pekalongan. 

D. Manfaat 

1. Pengembangannya Ilmu Pengetahuan: 

a. Memberi kontribusi empiris bagi perkembangan ilmu ekonomi, terkhusus 

untuk perpajakan (taxation science), dengan menguji dan memperkuat 

teori deterrence dan technology acceptance model dalam konteks 

perpajakan Indonesia. 

b. Hasil yang didapat bisa diterapkan menjadi referensi sekaligus bahan 

pertimbangan bagi penelitian mendatang yang kaitannya pada determinan 

kepatuhan pajak, khususnya unutk WP orang pribadi. 

2. Praktisi/Otoritas Pajak: 

a. Memberikan evaluasi dan umpan balik (feedback) yang berbasis data 

mengenai efektivitas program modernisasi sistem pajak serta kebijakan 

tarif dan sanksi yang telah diimplementasikan oleh DJP. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi 

yang lebih terfokus dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
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pajak orang pribadi, khususnya di wilayah KPP Pratama Pekalongan dan 

secara nasional. 

3. Masyarakat (Wajib Pajak): 

a. Menambah kesadaran sekaligus pemahamannya wajib pajak terkait 

betapa penting kepatuhan pajak serta manfaat dari modernisasi sistem 

yang telah memudahkan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. 

b. Memberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana persepsi terhadap 

tarif dan sanksi pajak dapat memengaruhi perilaku kepatuhan mereka, 

agar bisa membentuk keputusan yang sesuai sekaligus tepat seperti 

perundang-undangan. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan yang baik diperlukan agar penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis ini lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Dalam 

penelitian ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab I berisi  mengenai  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah,  tujuan  

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab  II  membahas  landasan  teori  yang  digunakan,  good  government  

governance, kualitas sumber daya manusia, perilaku kepemimpinan, sistem  

pengendalian internal, telaah pustaka, hipotesis, kerangka berpikir, serta 

uraian teoritis lainnya yang berkaitan dengan masalah. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab III berisi jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab IV berisi analisis data serta pembahasan dari hasil analisis yang telah  

dilakukan.  

BAB V PENUTUP  

Bab V berisi simpulan dan keterbatasan penelitian-penelitian berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan dan mengajukan implikasi teoritis dan praktis.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem pajak, 

tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Modernisasi sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,201 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih 

kecil dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik 

penerapan sistem perpajakan modern, maka semakin tinggi tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini sejalan dengan Theory of 

Technology Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa seseorang 

akan menerima dan menggunakan suatu teknologi apabila teknologi 

tersebut dianggap mudah digunakan (perceived ease of use) dan 

memberikan manfaat (perceived usefulness). Dalam penelitian ini, sistem 

perpajakan modern seperti e-filing dan e-billing memberikan kemudahan 

serta efisiensi bagi Wajib Pajak sehingga mendorong peningkatan 

kepatuhan perpajakan. 

2. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,232 dan nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang dianggap sesuai dan adil 
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dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan 

melaporkan pajak. Hasil ini juga sejalan dengan Theory of Technology 

Acceptance Model (TAM) karena modernisasi sistem perpajakan membantu 

Wajib Pajak memperoleh informasi mengenai tarif pajak secara lebih 

mudah, cepat, dan transparan. Kemudahan dalam memahami tarif pajak 

melalui sistem berbasis teknologi memberikan persepsi positif terhadap 

sistem perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,257 dan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin tegas penerapan sanksi pajak, 

maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil 

ini sejalan dengan Theory of Technology Acceptance Model (TAM) karena 

sistem perpajakan modern memberikan kemudahan akses informasi 

mengenai aturan dan sanksi perpajakan secara lebih jelas dan transparan. 

Adanya teknologi perpajakan membantu Wajib Pajak memahami 

konsekuensi atas pelanggaran perpajakan sehingga mendorong mereka 

untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

4. Modernisasi sistem pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak secara simultan 

berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-

sama mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 
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kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan Theory of Technology 

Acceptance Model (TAM) yang menjelaskan bahwa penggunaan sistem 

berbasis teknologi akan diterima apabila memberikan manfaat dan 

kemudahan bagi penggunanya. Dalam penelitian ini, modernisasi sistem 

perpajakan memberikan kemudahan akses layanan perpajakan, membantu 

Wajib Pajak memahami tarif pajak, serta memberikan informasi mengenai 

sanksi perpajakan secara lebih efektif dan transparan. Kemudahan dan 

manfaat tersebut mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

B. Keterbatasan 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, di antaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu 

modernisasi sistem pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak dalam menjelaskan 

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu, masih terdapat faktor 

lain yang kemungkinan dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, seperti 

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, 

kepercayaan terhadap pemerintah, dan tingkat pendapatan. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga 

hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh jenis Wajib 

Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan yang memiliki karakteristik dan 

kewajiban perpajakan yang berbeda. 
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3. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

bergantung pada persepsi dan kejujuran responden dalam menjawab setiap 

pernyataan. Hal tersebut memungkinkan adanya jawaban yang kurang 

sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat memengaruhi hasil 

penelitian. 

4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu 

menggali secara lebih mendalam mengenai perilaku, pengalaman, dan 

alasan Wajib Pajak dalam menggunakan sistem perpajakan modern maupun 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

5. Penelitian ini menggunakan Theory of Technology Acceptance Model 

(TAM) sebagai landasan teori utama untuk menjelaskan perilaku kepatuhan 

Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan modern. Namun, teori TAM lebih 

berfokus pada penerimaan teknologi sehingga belum sepenuhnya mampu 

menjelaskan faktor-faktor nonteknologi yang memengaruhi kepatuhan 

perpajakan, seperti faktor sosial, ekonomi, maupun psikologis Wajib Pajak. 

C. Implikasi 

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan implikasi praktis yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini mendukung Theory of Technology Acceptance 

Model (TAM) yang menjelaskan bahwa seseorang akan menerima dan 

menggunakan suatu teknologi apabila teknologi tersebut dianggap mudah 

digunakan (perceived ease of use) dan memberikan manfaat (perceived 
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usefulness). Dalam konteks penelitian ini, modernisasi sistem perpajakan 

berbasis teknologi seperti e-filing, e-billing, dan e-registration terbukti 

mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi karena sistem 

tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. 

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Theory of Technology 

Acceptance Model (TAM) tidak hanya relevan dalam menjelaskan 

penerimaan teknologi perpajakan, tetapi juga dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara tarif pajak dan sanksi pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Sistem perpajakan modern membantu Wajib Pajak 

memahami informasi mengenai tarif pajak dan sanksi perpajakan secara 

lebih mudah, jelas, dan transparan sehingga dapat meningkatkan kesadaran 

serta kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat 

memperkuat pengembangan teori TAM dalam bidang perpajakan, 

khususnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

sistem perpajakan digital. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi melalui pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi 

yang lebih efektif dan mudah digunakan. Modernisasi sistem perpajakan 

perlu terus ditingkatkan agar Wajib Pajak merasa lebih nyaman, mudah, dan 

cepat dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak secara online. 
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Selain itu, pemerintah diharapkan dapat terus memberikan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan 

perpajakan digital agar Wajib Pajak lebih memahami manfaat dan 

kemudahan sistem perpajakan modern. Dengan meningkatnya pemahaman 

terhadap teknologi perpajakan, maka tingkat penerimaan dan penggunaan 

sistem perpajakan juga akan meningkat sesuai dengan konsep Theory of 

Technology Acceptance Model (TAM). 

D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat terus meningkatkan 

kualitas modernisasi sistem perpajakan, seperti pengembangan layanan e-

filing, e-billing, dan aplikasi perpajakan lainnya agar lebih mudah diakses, 

dipahami, dan digunakan oleh Wajib Pajak. 

2. Pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijakan tarif pajak yang adil 

dan sesuai dengan kemampuan masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. 

3. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menerapkan sanksi perpajakan 

secara tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera bagi Wajib 

Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain 

yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak, seperti kesadaran wajib 
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pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, atau tingkat 

kepercayaan kepada pemerintah agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan 

mendalam. 

5. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan metode penelitian 

kualitatif atau mixed method agar dapat menggali lebih dalam mengenai 

perilaku dan motivasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
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